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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas
Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), surat Kepala Biro Perencanaan dan
Keuangan Nomor S-632/SJ.1/2016 tanggal 23 Desember 2016 hal Penyusunan Laporan
Kinerja (LAKIN) tahun 2016.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara Tahun
2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara atas penggunaan
anggaran. Laporan Kinerja dibuat sebagai salah satu bentuk pengukuran kinerja dan
evaluasi serta pengungkapan (disclosure) hasil analisa kinerja pada tahun 2024.
Keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan selama
tahun 2024 akan menjadi acuan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian LAKIN ini dibuat sebagai laporan pertanggungjawaban yang dapat
menjelaskan secara transparan atas kinerja KPP Pratama Cikarang Utara yang berbasis
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dalam

pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2024.

Kabupaten Bekasi, 30 Januari 2025

Kepala Kantor

Chandra Budi



RINGKASAN EKSEKUTIF

“‘Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan
Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif,
Berintegritas, dan Berkeadilan”, adalah visi Direktorat Jenderal Pajak. Sejalan dengan Visi
DJP, KPP Pratama Cikarang Utara sebagai unit pelaksana tugas vertikal di bawah
Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas untuk menghimpun penerimaan negara
dengan memenuhi target penerimaan pajak. KPP Pratama Cikarang Utara menjadi
perwakilan DJP sebagai mitra dalam menjalin hubungan kerjasama yang setara dengan

seluruh pemangku kepentingan khususnya di sebagian wilayah Kabupaten Bekasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPP Pratama Cikarang Utara menerapkan
Asas Akuntabilitas. Laporan Kinerja KPP Pratama Cikarang Utara 2024 adalah wujud
akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal yang mendukung terwujudnya
good governance berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan
yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu LAKIN merupakan wujud
pertanggung-jawaban dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020
tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024.

KPP Pratama Cikarang Utara Merupakan Instansi pemerintah yang mempunyai
peran sebagai penghimpun penerimaan perpajakan di sebagian wilayah Kabupaten Bekasi.
Pada tahun 2024, KPP Pratama Cikarang Utara memiliki 95 pegawai yang terbagi menjadi

10 seksi dan 3 kelompok fungsional.

Pada tahun 2024, KPP Pratama Cikarang Utara mendapatkan target penerimaan
perpajakan yang harus dihimpun sebesar Rp2,029,666,659,000. Dengan segala tantangan
yang ada, sebesar Rp2,040,627,985419 atau 100,54% dari target penerimaan berhasil
dikumpulkan oleh KPP Pratama Cikarang Utara.

Seiring dengan reformasi birokrasi, KPP Pratama Cikarang Utara menerapkan metodologi
penilaian menggunakan Balance Scorecard. Adapun 4 Perspektif yang digunakan sebagai
ukuran dalam Metode Balance Scorecard yang digunakan, antara lain: 1. Stakeholder
Perspective, 2. Costumer Perspective 3. Internal Process Perspektif dan 4. Learning and
Growth Perspective. Keempat perspektif ini sejalan dengan tujuan KPP Pratama Cikarang
Utara untuk menerapkan Good Governance. 4 (empat) perspektif tersebut kemudian dibagi
lagi menjadi 10 sasaran strategis sebagai penjabaran dari visi, misi dan tujuan KPP
Pratama Cikarang Utara. Setiap sasaran tersebut dibagi lagi dengan beberapa Indikator
Kinerja Utama (IKU). Terdapat 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya yang

ditetapkan sebagai standar kinerja tahun 2024.



HKode Bobot Indeks
Sasaran Strategisiindikator Kinerja Utama Target Realisasi | Polarisasi | VIC | Bobot IKU
SSiKU
Siakehoider Perspective
1 Penerimaan negara dan sektor pajak yang optimal
12CP |Persentase realisasi penanmaan pajak 100,00% 100,54 % Max BEiL 28,000
thop hds.-ks. redrsasl.pem.lrrhﬂan penerimaan pajak bruto dan 100,00 108,58 Mas B 10,
devizsi proyeksi perencanaan kas
Gustomer Perspective
2acp |Foreniase realisas penaimaan pajak dan kegiatan 0000% | 10053% | Max |EL| 2600%
Pengawasan Pembayaran Masa (FPM)
Persentase capaian tngkat kepatuhan penyampaian SPT ;
B-CP 100,00% 100,24 % M FiL | 19.00%
Tamman PPh Wajib Pajak Badan dan Crang Pribadi = ’
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggl
F'ersafaseredrsas: pmenmam paj.akdm kegiatan 100.00% 100785 M el 21
Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
Infernal Process Perspeciive
Edukasi dan pelayanan yang efelkdtf
P Fmas&pﬂmahan perilaku [apor dan bayar atas kegiatan 74 00% aa M em| 21
edukasi dan penyuluhan
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan 100,00% 110.44% Max EM | 21.00%
Persentase pengawasan pembayaran masa
9000% | 11508% | Max | PM| 1400%
] Pengujian kepatuhan material yang efekdif
P F'erslmase penyelesaian permintaan penjelasan atas data 100,00% 120,00% Mas eaal| 1a)
daniatau keterangan
G8b-M | Persentase pemanfaatan data selain tabun berjalan 100,00% 118.51% Max P 14.00% 33,33%
B Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP 100,00% 1E01% Ma paal| 1a) 33,33%
tepat wakiu
Penegakan hukum yang efekif
Tingkat efekiivitas pemeriksaan dan penilaian 100,00% 120,00% Max PM | 1400% 26,92%
Te-CP | Tingkat efekiivitas penaghan 75.00% 111, 44% Max PiL 19.007% 36,54%
Persantase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 100,00% 100,00% Max RiL 19.00% 36,54%
Data dan informasi yang berkualitas
gacp | oreentase penyelesaian Bparan pengamatan dan 100,00% | 120.00% Max | PM| 1400 | 4242
penysdiaan data potensi perpajakan
EBo-CP | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP 55.00% 85.00% Max L | 19.00% 57.58%
Leaming & Growth Perspective 25,00°%
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adapti
gany | 9Kathualias Kompetensi dan peiaksanaan kegtan woon | 1732 Max  [PM| 1spom | 33aen
kebintalan SOM
%b-M | Indeks Penlaian Integritas Unit 85,00 98,33 Max PM | 1400% 3333%
B hdek? Efekh\..m.zs implementasi manajemen kineja dan 00.00 D48 Mas eaal| 1a) 33,33%
manajemen risiko
10 Pengelolaan kevangan yang akuntabel
10a-CP | Indeks kinerja kualizs pelaksanaan anggaran 10000 | 12000 | Max |PM| 1403 | 100.00%

Niai Kinerja Organisasi




DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR L.ttt e et e e e e e i
RINGKASAN EKSEKUTIF ..ottt iii
DAFTAR ISttt e e et et e e e e e e et b b e e eeeeeeeens v
BAB | PENDAHULUAN. ... e 1
A. Latar Belakang...........coovuieiiiiii e 3
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.............ccceeevivienenn on 4
C. Sistematika Pelaporan ... 7
BAB Il PERENCANAAN KINERJA......cooiiiiie et 9
A. Perencanaan StrategiS............uuveeevrieieiiiiiieiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeees 11
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .............ccvvvvvvveeee. 14
BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA ...ttt 18
A. Capaian Kinerja OrganiSasi..............uuuuuuumummmmmmmmiiiiiiiiiiennnnennns 20
B. Realisasi ANQQaran...... ..o 101
C. =T = = o = 1 o 103
BAB IV PENUTUP ... .ottt 107



1
inas g

R
s

e

ot
(x

L
o

v - o S A

- o R e S i,

1 - - R s e ML
" = e A T o]

o i
o i L o 0

R gt e R R I ;
S A AL e M,
Sk B N T
Tk !\_-_ e -'5"‘--' ‘{‘rf " o T

e -L_,-_.?ll:.l'lg::r___.:‘_l; “.rf_ 5 e s e e
%‘-ﬁ‘t‘* =_'?'ff{?ff{f"f-;f S i

e

P
- - .-.. s

T 2 5
T R

A

e
it
el

B - -
4-'...-.':'-'_..-‘;_.,-_..:__.:.-.‘_ = 8

S
Vit e

= A

T, ,-CT: <L s 2 \.\;'
.-.-.-_d-_,_ '.i-'.-l"ir _j:(-‘__.? b

B

1 - ——
: —
i T VR
b | —
. LET g o S RO L
- — k r

R AR ARV

,-’"ﬁ‘“"\« A Sl o - ._.".-:"u“:.



i i M
> AT, i
.-:-*.-';'.-' ﬁ-:-’.,..- i e S P T

= -I"?-\.-G.':-':c"-'-i-"-".r':--" A i i %
e o g I ok AR A T TR f—-"-" ;
s R R :Hf‘:'*-f-i ;
g e i SR
R .,.r.-:.-;.-;:.r.e-r.‘_rs,r R,
..5,.-.-".-".-'._.;-._.-.-'.-.-

; A A g
S ;r’y‘f..r‘ffr’ff”*"f~'¢’,3‘ :

’ 'Jr--':'r.'»“{.-:

= i i A Ty

e, s S L i ¥

E #:a'f'-_.- "-..-"'{-' £ s ?Té;&ﬁffffff JJ-"'F L LS
Ay ix g, v . i

L

L l
A
-l"':-':r'.:".-ﬁ.::".{'_.r,

!_;_J"p;m.-.-i‘..ﬁ":.i'? F

Wity

iy

"f




A. LATAR BELAKANG

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara adalah instansi pemerintah
setingkat eselon 1l yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang dibiayai
oleh APBN untuk menghimpun penerimaan pajak, khususnya di sebagian wilayah
Kabupaten Bekasi.

Sebagai instansi pemerintah yang dibiayai oleh APBN untuk menghimpun
penerimaan pajak di beberapa kecamatan di Kabupaten Bekasi, KPP Pratama Cikarang
Utara memiliki kewajiban untuk membuat pelaporan kinerja sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Keuangan. Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan good

governance dan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Laporan kinerja juga merupakan salah satu media reviu pelaksanaan kegiatan
tugas dan fungsi KPP Pratama Cikarang Utara dalam satu tahun terakhir. Selain itu
laporan ini juga bertujuan untuk menjadi media pemacu peningkat kinerja. Untuk itu dalam
pembuatan laporan kinerja digunakan data yang akurat dan akuntabel. Sehingga laporan
kinerja yang disusun mempunyai kualitas yang baik dan mencerminkan keadaan
sesungguhnya. Penyusunan laporan kinerja KPP Pratama Cikarang Utara mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun
2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
77/PMK.01/2020, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024
sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
389/PJ/2020.

PERAN STRATEGIS INSTANSI

Tujuh puluh tujuh persen komposisi penerimaan Negara pada APBN disumbang
dari sektor perpajakan. Pada tahun 2024 KPP Pratama Cikarang Utara berhasil melebihi
target penerimaan dengan realisasi sebesar 100,54% dengan target penerimaan sebesar
Rp. 2.029.666.659.000 dan realisasi sebesar Rp. 2.040.627.985.419. Realisasi tersebut
merupakan sebuah prestasi luar biasa hasil kerja keras dari seluruh pegawai KPP

Pratama Cikarang Utara yang patut disyukuri.
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KPP Pratama Cikarang Utara berada di Kawasan Industri Jababeka. Wilayah kerja
KPP Pratama Cikarang Utara lebih banyak mencakup daerah pemukiman di bagian utara,
sehingga banyak dari wajib pajak KPP Pratama Cikarang Utara adalah wajib pajak OP
karyawan, pegawai swasta atau wajib pajak UMKM. Meskipun memiliki luas wilayah kerja
yang terbatas, penerimaan Pajak KPP Pratama Cikarang Utara mengalami kenaikan dari
tahun sebelumnya dan dapat melebihi target yang ditetapkan karena adanya
pertumbuhan industri di kawasan Cikarang dan atas kerja keras para pegawai KPP
Pratama Cikarang Utara dalam rangka memenuhi target yang ditetapkan.

. TUGAS, FUNGSI, dan STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai unit vertikal dari struktur organisasi
Direktorat Jenderal Pajak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor
210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Pajak mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan
penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai,
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi
dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam
wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kantor Pelayanan
Pajak Pratama menyelenggarakan fungsi;
a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang

KPP;

pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;

d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Waijib

Pajak;

e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;

g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak
maupun masyarakat;

h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;

i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;

j- penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan
perpajakan;

k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;

I.  penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan

eksternal;
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. pemutakhiran basis data perpajakan;
pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal,

L © o 5 3

penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;

_—§

pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;

%

pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
t. pelaksanaan administrasi kantor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut diatas,

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara terdiri atas:

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
Seksi Penjaminan Kualitas Data;

Seksi Pelayanan;

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;

Seksi Pengawasan I;

-~ ® o0 o ®

Seksi Pengawasan II;

Seksi Pengawasan llI;

= @

Seksi Pengawasan 1V;

Seksi Pengawasan V;
j- Seksi Pengawasan VI; dan

k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber Daya Manusia
Pada tahun 2024, KPP Pratama Cikarang Utara memiliki 95 pegawai dengan rincian data
sebagai berikut:

1. Sebaran pegawai berdasarkan gender:
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Sebaran pegawai berdasarkan gender

Wanita
40%

Pria
60%

= Pria = Wanita

Berdasarkan gender, KPP Pratama Cikarang Utara memilki 57 pegawai pria dan

38 pegawai wanita.

2. Sebaran pegawai berdasarkan jenjang pendidikan

Sebaran pegawai berdasarkan pendidikan
SMA
S2 1%
12% DI

21%

DIl

S1/DIvV
22%

44%

s SVMA =Dl =DIll =S1/DIV = S2

Berdasarkan jenjang pendidikan, KPP Pratama Cikarang Utara memiliki 1
pegawai dengan jenjang pendidikan SMA, 20 pegawai dengan jenjang pendidikan
Diploma I, 21 pegawai dengan jenjang pendidikan Diploma lll, 42 pegawai dengan
jenjang pendidikan S1/Diploma IV, 11 pegawai dengan jenjang Pendidikan S2

3. Sebaran pegawai berdasarkan jabatan
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Sebaran pegawai berdasarkan jabatan
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B Sebaran pegawai berdasarkan jabatan

SISTEMATIKA PELAPORAN

Iktisar Eksekutif

Berisi laporan yang mencerminkan adanya tujuan dan sasaran yang akan dicapai
beserta hasil capaiannya, kendala yang dihadapi beserta langkah yang telah diambil
untuk menanggulangi masalah yang timbul.

Bab | - Pendahuluan

Berisi gambaran umum tentang KPP Pratama Cikarang Utara serta uraian tugas,
fungsi dan struktur organisasi pada unit Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Diuraikan
juga tentang peran strategis KPP Pratama Cikarang Utara serta sistematika
pelaporan.

Bab Il — Rencana Strategis dan Penetapan Target Kinerja

Berisi tentang gambaran singkat rencana strategi dan rencana kinerja, sasaran yang
ingin diraih pada tahun 2024 dan kaitannya dengan capaian visi, misi, tujuan,
sasaran, kebijakan dan program instansi, serta rencana kerja kegiatan sesuai
dengan program tahun 2024 dengan indikator keberhasilan pencapaiannya.

Bab 11l — Pengukuran Kinerja

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis
akuntabilitas kinerja berdasarkan capaian IKU termasuk didalamnya hambatan/
kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang
akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan yang terjadi pada
tahun 2024.

Bab IV - Penutup
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Sajian berisi tinjauan umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan
dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian kinerja serta strategi

pemecahan masalah untuk tahun mendatang.
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A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi
sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun
untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat
visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi,
kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun
2020-2024.

Penyusunan Renstra Tahun DJP 2020-2024 mengacu pada dokumen-dokumen
perencanaan di level Kementerian Keuangan dan Nasional, meliputi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana
Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, agenda pembangunan yang
terdapat pada RPJMN tahun 2020-2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu agenda
pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah Agenda (1):
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
Dukungan DJP dalam Renstra Kemenkeu meliputi:

1. Pengelolaan Fskal Yang Sehat Dan Berkelanjutan.
2. Penerimaan Negara Yang Optimal.

3. Birokrasi Dan Layanan Publik Yang Agile, Efektif, Dan Efsien

Secara Umum Renstra DJP Tahun 2020-2024 Memuat:

Profil DJP.

Visi dan Misi DJP serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan.
Arah Kebijakan Kementerian Keuangan.

Arah Kebijakan DJP.

Sasaran Strategis dan Target Kinerja.

I O

Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan.

1. VISI
Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu gambaran menantang tentang
keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan

untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap
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jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Visi yang ingin diwujudkan oleh KPP Pratama
Cikarang Utara sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Strategis DJP tahun
2020-2024 adalah:

“Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun
Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang
Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi
Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk
Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan

Berkeadilan”.

MISI

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu pernyataan yang
menggambarkan tujuan keberadaan (eksistensi), tugas, fungsi, peranan dan
tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-
undang dan peraturan serta kebijakan pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip-prinsip
dan nilai-nilai strategis organisasi di dalam berbagai bidang lingkungannya di mana
Direktorat Jenderal Pajak beraktivitas dan berinteraksi. Misi Direktorat Jenderal Pajak

yaitu:

a. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi
Indonesia;

b. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan
terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan
hukum yang adil; dan

c. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya
organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang

berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

PENETAPAN TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan
menetapkan tujuan DJP periode 2020 — 2024 yaitu:

Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan

2. Penerimaan Negara yang Optimal.

3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.
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Arah kebijakan dan strategi yang disiapkan DJP dalam rangka mendukung agenda
prioritas pembangunan nasional, mendukung pencapaian tujuan Kementerian

Keuangan dan mendorong terwujudnya tujuan DJP adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan
Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan
berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif

2. Penerimaan Negara yang Optimal.
Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah
penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.
a. Organisasi dan SDM yang optimal
b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi

c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah

NILAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, DJP berpedoman kepada nilai-
nilai yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
312/KMK.01/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian
Keuangan, sebagai berikut:

a. Integritas: Berfikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan
benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

b. Profesionalisme: Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi
terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

c. Sinergi: Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang
produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku
kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

d. Pelayanan: Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku
kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat,
akurat dan aman.

e. Kesempurnaan: Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang

untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.
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B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK
dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan
IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One
dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi,
SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri,
dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru,
Hapus, maupun perbaikan. Sebagai suatu unit yang merupakan bagian dari Direktorat
Jenderal Pajak dan demi memenuhi fungsinya sebagai Kantor Pelayanan Pajak maka
dibuatlah program-program yang telah ditetapkan dan dicanangkan berupa kegiatan-

kegiatan yang harus dilaksanakan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024.

* Praside!

* DPR

+ Menteri Keuangan 1

* BPK Penerimaan negara dari
! = Masyarakat sektor pajak yang optimal

= Direkiur Jenderal Pajak

< Waih Paiak / \

2 3
Kepatuhan tahun berjalan Kepatuhan tahun
a ’/ yang tinggi sebelumnya yang tinggi
- —~, ~
Pelayanan, Edukasi, Pengujian Kepatuhan Material Penegakan Hukum
& 5 [} T
Edukasi dan Pengawasan Pengujian kepatuhan material Penegakan hukum yang
pelayanan yang pembayaran yang efektif efektif
gé afektif masa yang efektif
8
Data dan Informasi
yang berkualitas
o5 ? 10
Pengelolaan Organisasi dan Pengelolaan Keuangan

;E SDM yang adaptif yang akuntabel

Dari peta tersebut tergambar bahwa terdapat 10 Sasaran Strategis (SS) dan
diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 20 (dua puluh) IKU. SS
tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang

pencapaian Visi dan Misi DJP
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Komponen IKU

No Nama IKU Renja | Rensta pada Target
Renstra/Renja
Persentase realisasi
1 | Persentase realisasi penerimaan pajak Vv Vv _ 100%
penerimaan negara
5 Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak 100
bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
Persentase realisasi penerimaan pajak dari Persentase realisasi
3 Vv Vv . 100%
kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) penerimaan negara
Persentase capaian tingkat kepatuhan
4 | penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak 100%
Badan dan Orang Pribadi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari Persentase realisasi
5 ) Vv Vv . 100%
kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) penerimaan negara
6 Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar 74
atas kegiatan edukasi dan penyuluhan °
Indeks kepuasan
publik atas layanan
o DJP
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas
7 Vv Vv 100%
Penyuluhan o
Indeks efektivitas
penyuluhan dan
kehumasan
Persentase
penambahan WP
hasil ekstensifikasi
8 | Persentase pengawasan pembayaran masa \ \ . o 90%
Tingkat efektivitas
pengawasan dan
penegakan hukum
pajak
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan Tingkat efektivitas
9 Vv Vv 100%

atas data dan/atau keterangan

pengawasan dan
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penegakan hukum

pajak
Persentase pemanfaatan data selain tahun
10 _ 100%
berjalan
11 | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian 100%
12 | Tingkat efektivitas penagihan 75%
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti
13 100%
Permulaan
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
14| 55%
)
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Waijib
15 . 100%
Pajak KPP tepat waktu
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan
16 _ 100%
dan Produksi Alat Keterangan
17 Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan 100
Kegiatan Kebintalan SDM
18 | Indeks Penilaian Integritas Unit 85
19 Indeks efektivitas implementasi manajemen %
kinerja dan manajemen risiko
Persentase kualitas
20 | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Vv Vv pelaksanaan 100
anggaran

Piagam Manajeman Risiko

Penyusunan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2023 merupakan amanat yang tercantum
dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk
Pelakasanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. Piagam Manajemen
Risiko berisi tentang pernyataan dan peneguhan atas konteks, identifkasi, analisis,
evaluasi, dan rencana mitigasi terhadap Risiko yang berdampak terhadap pencapaian

sasaran organisasi UPR.

Penyusunan Piagam Manajemen Risiko dilakukan melalui beberapa tahapan dengan

melibatkan seluruh seksi di KPP Pratama Cikarang Utara.
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Ringkasan Profl Risiko KPP Pratama Clkarang Utara yang menjadi bagian dari Piagam
Manajemen Risiko KPP Pratama Cikarang Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Level Dampak
Matriks Analisis 1 2 3 4 S
Risiko ik o Voderat | Sigmian | S#E Level Jumlah
Signifikan Signifikan

Risiko Resiko

Hampir Pasti
Terjadi

Sering
Terjadi

§
b
H Sed
= adan. e an o .
E I3 remea € | 8 Risiko
O
: (3)
g
'3 Jaran|

2 Terjadgi

Hampir Tidak

Terjadi
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A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian  Sesuai

Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor

KMK

300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan,

salah satu tahapan implementasi Manajemen Kinerja adalah Evaluasi Kinerja.

Pelaksanaan evaluasi kinerja meliputi evaluasi kinerja organisasi dan evaluasi kinerja

pegawai. Dalam tahapan Evaluasi Kinerja, terbagi menjadi 3 output, yaitu Nilai Kinerja

Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja

(NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan

nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam PK dengan

memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif. Pencapaian kinerja KPP Pratama

Cikarang Utara pada Tahun 2024 untuk masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU)

beserta perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah sebagai berikut:

Kode Bobot Indeks
Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama Target Realisasi | Polarisasi | V/IC | Bobot IKU

SS/IKU Tertimbang | Capaian
Stakeholider Perspective 30,00%
Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

1a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak 100,00% 100,54% Max E/L 57.78%
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan

1b-CP o ) 100,00 108,58 Max PL 42.22%
deviasi proyeksi perencanaan kas
GCustomer Perspective 20.,00%
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
Persentase real [= i 1 pajak dari kegiatan

2a-CP 100,00% 100,53% Max ElL 57,78%
Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

2b-CP Persentase capa\."..l.n tingkal kepatuhan penyamp_»aiarf SPT 100,00% 100,34% Max PiL 4222%
Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan

Ja-CP . . 100,00% 100,78% Max EM 100,00%
Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
Infernal Process Perspective 25,00%
Edukasi dan pelayanan yang efektif

4a-CP Persem.ase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan 74.00% 83,30% Max EM 50,00%
edukasi dan penyuluhan
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan 100,00% 110,44% Max EM 50,00%
Persentase pengawasan pembayaran masa
Persentase pengawasan pembayaran masa 50,00% 115,09% Max PM 100,00%
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6 Pengujian kepatuhan material yang efekdif
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data
6a-CP 100,00% 120,00% Max PIM 33,33%
dan/atau keterangan
6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan 100,00% 119.51% Max PIM 14,00% 33.33%
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP
6c-N 100,00% 116,91% Max PIM 33,33%
tepat waktu
T Penegakan hukum yang efekiif
Ta-CP | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian 100,00% 120,00% Max P/M 26,92%
Tb-CP | Tingkat efektivitas penagihan 75,00% 111,44% Max PIL 36,54%
Tc-N | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan 100,00% 100,00% Max PIL 36,54%
8 Data dan informasi yang berkualitas
Persentase penyel laporan p tan dan
8a-CP ) . ] 100,00% 120,00% Max PIM 42,42%
penyediaan data potensi perpajakan
8b-CP | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP 55,00% 85,00% Max PIL 57.58%
Leaming & Growth Perspective 25,00%
9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan
9a-N 5 100,00 117,32 Max PM | 14,00% 33,33%
kebintalan SDM
9b-N [ Indeks Penilaian Integritas Unit 85,00 96,33 Max PIM | 14,00% 33,33%
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan
9c-N i . 90,00 99,48 Max PIM | 14,00% 33,33%
manajemen risiko
10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel
10a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 100,00 12000 | Max |PM| 14,00% 100,00%

Nilai Kinerja Organisasi

Berdasarkan perhitungan NKO pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun
2024, KPP Pratama Cikarang Utara mendapat nilai NKO sebesar 109,85.

Perkembangan NKO KPP Pratama Cikarang Utara dari tahun 2019 sampai dengan 2024

dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut:
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1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024
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KPP Pratama Cikarang SS-1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
Utara 01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak
TIR Q1 Q2 S1 Q3 5.d.Q3 Q4 Y Pol/KP
Target 22,74% 48,76% 48,76% 69,06% 69,06% 100% 100%
Realisasi 23,75% 56,31% 56,31% 82,32% 82,32% | 100,54% 100,54% | Max/TLKV
Capaian 104,44 115,48 115,48 119,20 119,20| 100,54 100,54

Sumber: aplikasi mandor

Realisasi Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
120,00%

100%100,54%
100,00%

82,32%

6906-/.I

Triwulan 1l

80,00%

56,31%

4876%I

Triwulan |l

60,00%

40,00%
22,74923,75%

Triwulan |

20,00%

0,00%
Triwulan IV

W Target W Realisasi

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui

penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan
Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta

efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto
dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP),
Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar
Pengembalian Pendapatan (SPMPP).
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Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak
melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing,
penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk)
Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target
penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-
undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang
didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan
Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP
yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala
Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP. Catatan:
Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan
penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak

: , X 100%
Target penerimaan pajak

Realisasi IKU
Indeks capaian persentase realisasi penerimaan pajak mencapai 100,54 dengan realisasi
sebesar 100,54%, melebihi target sebesar 100%.

Rincian persentase realisasi penerimaan pajak tahun 2024
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PENERIMA.HN TAHUN LALU

KANWIL/EPP
DOLLAR BRUTO NETTO BRUTO
KIRIM TERIMA

PRATAMA

3 CIKARANG 2,029,666,659,000 2,054,021,510,783 0 7764333249 -23.835104540 26467223654 2064418213137 23,790227.718 2,040,627.985.419 1,705296.224,626 1.675774,238,328

UTARA

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya
Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi
Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Persentase
realisasi 79,96% | 97,27% | 93,94% | 120,25% | 102,97% | 100,54%
penerimaan pajak

sumber: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat Il Tentang Penetapan Nilai
Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa
Barat Il

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja

1) Melakukan monitoring terhadap pembayaran masa

2) Pengamanan penerimaan dari pembayaran masa seperti PPh Pasal 21 atas THR
dan bonus karyawan, pembayaran SPT Tahunan PPh Badan dan OP Non
Karyawan

3) Monitoring terhadap pembayaran masa Wajib Pajak

4) Pemanfaatan data yang ada sebagai bahan potensi penerimaan pajak

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja
Target Target Target
Nama IKU Tahun 2024 | Tahun 2024 | Tahun 2024 o
o Realisasi
dalam dalam dalam Perjanjan
Renja DJP | Renstra DJP | Kinerja
Persentase realisasi
_ ) 100% 100% 100% 100,54%
penerimaan pajak

10054



-25-

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

Periode

Melakukan monitoring terhadap

pembayaran masa

Pengamanan penerimaan dari
pembayaran masa seperti PPh Pasal 21
atas THR dan bonus karyawan,
pembayaran SPT Tahunan PPh Badan
dan OP Non Karyawan

Monitoring terhadap pembayaran masa
Wajib Pajak

Pemanfaatan data yang ada sebagai
bahan potensi penerimaan pajak

Monitoring dan evaluasi capaian
penerimaan dan kendala yang mungkin
dihadapi melalui rapat pembinaan secara

rutin

2025

1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi

perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

KPP Pratama Cikarang SS-1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
Utara 01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
TR Q1 Q2 S1 Q3 s5.d.Q3 Q4 Y Pol/KP
Target 100 100 100 100 100 100 100
Realisasi 99,02 109,43 109,43 110,00 110 108,58 108,58 Max/TLKV
Capaian 99,02 109,43 109,43 110,00 110 108,58 108,58

Sumber: aplikasi mandor
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Realisasi indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak
bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

112

10 109,43 110 108,58
108
106
104
102 100 100 100 100
100 99,02

98

96

94

92

Triwulan | Triwulan I Triwulan I Triwulan IV

W Target W Realisasi

a. Deskripsi Sasaran Strategis
Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui
penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan
Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta

efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

b. Definisi IKU
Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan
kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:
1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua
komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen;
serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian

masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu

ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan
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satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan
dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu
ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan
dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah
realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi

penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah
realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi

penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak
melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing,
penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk)
Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja
Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan
penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

(1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan
terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil
DJP/KPP baru; dan

(2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain dimana dalam hal ini
Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan,

Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto
pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil
DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP

baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:
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a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan
perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan
realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak
yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru
sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);

b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan
perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru baru pada suatu
periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari
Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO
sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto
pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja
Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat
Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan
perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan
realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak
yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan
mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai
berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;

b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan
perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu
periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari
Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak
yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya

Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi
dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk
penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan

pembiayaan.
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Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali.
Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok
keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM
menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran

ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang
berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan

2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang
berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.
Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi

penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu < 8%.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas
(penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

Formula IKU
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Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =

(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi
perencanaan penerimaan kas)

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:
(Komponen pertumbuhan nasional x 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja x 40%)

K per jonal =

( (1 4+ Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan )

x 1009
(1 + Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan ) > %

Komponen pertumbuhan unit kerja =

(1 + Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan ) x 100%

< Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan

Catatan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu

- 1) X 100%

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

| Proyeksi penerimaan kas - Realisasi penerimaan kas |

Deviasi bulan = X100%

Proyeksi penerimaan kas

Deviasi bulan (m1) + Deviasi bulan (m2) + Deviasi bulan (m3)
3

Deviasi triwulan =

Deviasi s.d. triwulan I Deviasi triwulan n (tn)
n (tn) = n

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi
perencanaan penerimaan kas
Realisasi Persentase deviasi
akurasi perencanaan
penerimaan kas

Range deviasi penerimaan
kas

Deviasi < 1,00% 120
1,00% < Deviasi < 4,00% 110
4,00% < Deviasi < 8,00% 100
8,00% < Deviasi < 12,00% 90
12,00% < Deviasi < 16,00% 80
Deviasi > 16,00% 70

d. Realisasi IKU

Indeks capaian Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi

proyeksi perencanaan kas mencapai 108,58 dengan realisasi sebesar 108,58, melebihi
target sebesar 100.

Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima
tahun sebelumnya

Nama IKU

Realisasi
Tahun

2019

Realisasi
Tahun

2020

Realisasi
Tahun

2021

Realisasi
Tahun

2022

Realisasi
Tahun

2023

Realisasi
Tahun

2024
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Indeks realisasi
pertumbuhan
penerimaan pajak
bruto dan deviasi
proyeksi

perencanaan kas

42,86% | 63,17% | 98,32% | 102,36% | 113,92 108,58

sumber: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat Il Tentang Penetapan Nilai

Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa

Barat Il

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Telah dilaksanakan monitoring penbayaran PPh 21 setiap setalah tanggal 10 tiap
bulan dan juga PPN setelah tanggal 20 tiap bulan untuk mengamankan setoran dari
wajib pajak

Menjaga komunikasi dengan WP besar lainnya untuk memastikan setoran pajak.
Pengamanan penerimaan dari pembayaran masa seperti PPh Pasal 21 atas THR
dan bonus karyawan.

Pengamanan penerimaan dari pembayaran kurang bayar pasal 29 SPT Tahunan
PPh Badan

Mengoptimalkan kegiatan pengawasan khususnya di sektor usaha dominan KPP
Pratama Cikarang Utara

Optimalisasi kegiatan PPM dan PKM serta optimalisasi tindaklanjut atas DPP
Menghitung proyeksi penerimaan pajak per bulan dengan mempertimbangkan
persentase deviasi atas penerimaan pajak bulan-bulan sebelumnya, pertimbangan
kondisi ekonomi, dan capaian realisasi tahun sebelumnya

Melakukan evaluasi atas realisasi penerimaan pajak dan deviasi proyeksi
perencanaan kas per bulan dalam rangka mendukung tercapainya penerimaan

pajak yang optimal

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan Kinerja
Nama IKU

Target Target Target Realisasi
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Tahun 2024 | Tahun 2024 Tahun 2024

dalam dalam dalam Perjanjan
Renja DJP | Renstra DJP Kinerja
Indeks realisasi
pertumbuhan
penerimaan pajak
100 100 100 108,58

bruto dan deviasi

proyeksi perencanaan

kas

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi Periode

Monitoring penbayaran PPh 21 setiap
setalah tanggal 10 tiap bulan dan juga
PPN setelah tanggal 20 tiap bulan untuk

mengamankan setoran dari wajib pajak

Menjaga komunikasi dengan WP besar

lainnya untuk memastikan setoran pajak.

Pengamanan penerimaan dari
pembayaran masa seperti PPh Pasal 21

atas THR dan bonus karyawan.

Pengamanan penerimaan dari
pembayaran kurang bayar pasal 29 SPT 2025
Tahunan PPh Badan

Mengoptimalkan kegiatan pengawasan
khususnya di sektor usaha dominan KPP
Pratama Cikarang Utara

Optimalisasi kegiatan PPM dan PKM

serta optimalisasi tindaklanjut atas DPP

Menghitung proyeksi penerimaan pajak
per bulan dengan mempertimbangkan

persentase deviasi atas penerimaan pajak

bulan-bulan sebelumnya, pertimbangan
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kondisi ekonomi, dan capaian realisasi

tahun sebelumnya

Melakukan evaluasi atas realisasi
penerimaan pajak dan deviasi proyeksi
perencanaan kas per bulan dalam rangka
mendukung tercapainya penerimaan

pajak yang optimal

02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan

Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

KPP Pratama Cikarang SS-2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
Utara 02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
TR Q1 Q2 SiL (0X] s.d.Q3 Q4 Y Pol/KP
Target 22,74% 49% 48,76% 69,06% 69,06% 100% 100%
Realisasi 24,05% 56,74% 56,74% 84,48% 84,48% | 100,53% 100,53% Max/TLKV
Capaian 105,76 116,37 116,37 120,00 120,00{ 100,53 100,53

Sumber: aplikasi mandor

Realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari
kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

120,00%
100%100,53%
100,00%
84,48%
80,00% 69,06%
56,74%
Q, r
60,00% 48,76%
40,00%
22,749%24,05%
- . .
0,00%
Triwulan | Triwulan |l Triwulan 1l Triwulan IV

W Target W Realisasi

a. Deskripsi Sasaran Strategis
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Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun
berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan

pajak yang optimal.

Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa
(PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui
nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi

Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan
pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah
diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur
Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi
Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak
hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat
Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal

Pajak..

Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM

X X X X x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM

Realisasi IKU
Indeks capaian Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan
Pembayaran Masa (PPM) mencapai 100,53 dengan realisasi sebesar 100,53%, melebihi

target sebesar 100%.

Rincian realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
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PPM
Unit Kerja
Target Realisasi Realisasi IKU % | Trajectory % | Capaian IKU %

414 - PRATAMA CIKARANG UTARA 1.913.617.754.000 1.923.676.655.918 100.53% 100.00% 100.53%

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya

Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi
Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Persentase
realisasi
penerimaan pajak
dari kegiatan - - 92,99% | 118,01% | 106,05% | 100,53%
Pengawasan
Pembayaran

Masa (PPM)

sumber: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat Il Tentang Penetapan Nilai
Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa
Barat Il

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja

1) Pengawasan atas pembayaran masa

2) Penerbitan STP atas daftas nominatif yang tersedia

3) Tindak lanjut data DSPE untuk dijadikan bahan baku penambahan wajib pajak
baru

4) Pengamanan penerimaan dari PPM seperti PPh Pasal 21 atas THR dan
bonus karyawan, pembayaran SPT Tahunan PPh Badan dan OP Non Karyawan

5) Penerbitan STP atas data tahun berjalan untuk dilakukan penelitian dan diterbitkan
SP2DK

6) Penambahan  Wajib Pajak baru yang melakukan usaha dan
melakukan pembayaran pajak

7) Pemantauan atas pembayaran angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan dan

dinamisasi PPh Pasal 25



